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KEPUTUSAR MENTERT AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMCOHR 107 TAHUN 1987 .
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERT AGAMA REPUBLIK INDONESIA

bahwa dalam rangka menuniang pembangunan pasional o o
bidang pendicikan, dipandang perlu melaksanakan pembohaan
dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebaga:
model, motivasy, dan pembina Madrasah Swasta di sekitar-
nysa.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Momor 2 Tahun 1989
tentang Sistem Pendidikan Nasional:

2., Peraturan Pemerintah Republik Indonesia komor 28 Tanun
1880 tentang Pendidikan Dasar;

3. Peraturan Pemerintah Republik [Indonesia bomor 23 Tahun
1830 tentang Pendidikan Menengah;

4. Keputusan Presiden Hepublik Indonesiya tomor 44 Tan
1874 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen,

5, Keputusan Fresiden Republik Indonesta MHomor 15 Tabw
19484 tentang Susunan Organisasi  Departemen o
segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Homor 768 Tahun 1935

arnJgan

6. Kepuiusan Menteri Agama, Menteri Pendidirhan dan Rehu
dayaan dan HMentari Dalam Negeri Nomar & Tahun 1872,
Momor 03/U/1375 dan Momor 36 Tahun 18975 1tentang
Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah,

T. Keputusan HMenteri Agama MNomor 18 Tahum 1375 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
vang telah diubah dan disempurnakan terakhir dencan

 Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1884,

B, Keputusan Menteri Agama MNomor 45 Tahum 1981 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah CDepartemar
Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama EKabupaten/-
Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Lat:ihan Pegawas

T elora = Heanmmamoaarn Noanorfomors LAAa3ms e



-".!'a-__

i

Mamperhat ikan

Redua

2. Keputusan Mentersi Agama Nomor 1% Tahun 1378 tenmran
Susuman Organisasi dan Tata Kerja Madrasah [bzidaivar
Negeri:

10, Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawi vat
Neaeri .

11. Keputusan Menters Agama Nomor 17 Tahun 1378 tentarnc
Susunan  Organisasi dan  Tata Kerja Madrasah Al b
Mager,

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan ADaratur Megara

dengan Surat MNomar - B-112/1/1997 tanggal 29 Januari 1597,
MEMUTUS KA M

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TonTaMg FEMEL
KAAN DAN PENEGERAN MADRASAH,

¢ Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercan:ius

dalam lampiran 1 dan 11 Keputusan ini,

: Kedudukan, tugas, fungst, susunan orgarisasy, oan rtsta

kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuar ketentysn
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Mamzor- ASama
Momar 15 Tahun 1978,

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan OFganisasi, gan tata

kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesua ketentuan

Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menters Azsma
Nomor 16 Tahun 1978,

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organmisas:y, oan tata

Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasa!
| sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menters Agama Momor 17
Tahun 1878,

: Ketentuan lebih lanjut vyang diperlukan bag' pelaisanaan

Keputusan ini diatur oleh Direktur Jendera] Ferbinaan
Kelembagaan Agama Islam,

: Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah

Megeri bertambah dari 1075 (seribu dua puluh tima) menjadi
1435 ({seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madra-
sah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus
Tima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluhb
satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah cdars
437 (empat ratus Tima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus
Tima oulubh emeat | mnd e e b



ujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Maret :ass
MENTER] AGAMA REPUBLIK INDONESIA
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1. Menko Kesra:

2, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan:

3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;

4. Menteri Dalam Negeri RI:

5. Manteri Keuangan RI:

5. Komisi IX DPR RI:

7. Ditjen Anggaran Departeman Keuangan R]: '

2. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan
Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;

. Para Gubernur KDH Tingkat 1 seluruh Indonesia;

.. “ara Fepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga
is'av/Inspektur/Kapus)itbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga
Is'an/fapusdiklat Pegawai:

Fara Fepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/
satingkat di seluruh Indonesia:

<. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di
seluruh Indonesia:

12, fantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia:
‘4. S1ro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumantasi:
E

vang bersangkutan untuk diketahud.
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